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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal
20 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 76 ayat
(5), Pasal 79 (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (11) dan Pasal 85 Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Restibusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU
No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 28
Tahun 2018; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan : Untuk memastikan bahwa
proses pemungutan pajak dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari

2025 dan ditetapakan tanggal 18 Februari 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan
Dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan Dan Penghapusan
Sanksi Administrasi Atas Pajak Daerah

b. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok

d. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor

e. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penagihan
Pajak Daerah Dengan Surat Paksa

f. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor

g. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Daerah

h. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Alokasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utrara Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

i. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara

j. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan
Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan
Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara
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k. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
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